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BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANCKWAFI
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERRBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI

: a, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
' Daerah, Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Piatu
ditctapkan dengan Peraturan Bupati, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 11 Avat (4) Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dalam Menyelenggarakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten, Bupati memberikan
Pendclegasian Wewenang Perizinan dard Non perizinan yang
menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Menimbang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentulan Propinti Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907},

2. Undang - Undang MNomor 28 Tehun 1999 tentang
penyelengoaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan,
Karupsi, Kalusi doan Nepatisme (Lembaran Nepara Republik




Indonesia Tahun 1999 Nemor 75, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 3851j;

3. Undang — Undang Nomor | Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008
tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 (cnfang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagt Provinsi Papua menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomar
4389);

4, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4438);

5. Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Nepgara Repblik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4724};

| 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437); "

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republile Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tehun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 224, Tambhahan Lembaran Negara
Republik Indnnesia Nomor 5587), schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedomen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Darmarintalhan Thaarak (1 armharan



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

13.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Ursan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesie Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20106 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nemor S887);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i Bidang

Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016

tentang Nomenklatur Dinas FPenanaman Modal dan
Peleyanan Terpadu satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomeor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik [ndonesia Tahun 20 15 Nomer 2036);
Peraturan Dacrah Kabupaten Manolowari Nomar 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Manokwari.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENERBITAN  DAN PFNANDHTHN GANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPADU SATLU

PINTU

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Manokwarl.

3. Bupati adalah Bupati Manokwari.

4. Sekretaris Daerah adaleh Sclactaris Dacreh Kabupaten Manolewari.
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13.

14.

15.

16.

! 3

. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah

enanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untiric

alcukan usaha di wilayah Daerah.
P&nanam Modal adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan

_y__pmnnaman modal yang dapat berupah penanam modal dalam negeri dan
. penanam modal asing.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnyu disingkat PTSP adalah
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan «an non penzinan yang
mendapat pelimpahan wewenang dari lembaga ntau instansi yang memiliki
kewenagan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dolkumen yang
dilalculktan dalam satu tempat.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu baik dalem bentuk izin maupun tanda daftar

usaha,

. Non Perizinan adalah segala bentuk lkkemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,

dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan

bukt legalitas, menyatakan sah atau di pcrbolechkannya sescorang atau

Badan Usaha melalcultan usaha atau kegiatan tertentu.
Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah hkegiatan penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permchonan sampai ke tahap terbitnya dnkumen dilakukan secara
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri- dari unsur-unsur
organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyal kewenangan untuk
memberikan pelayanan perizinan.

Pendelegasian wewenang adalah adalah penyerahan tugas hak, kewajiban
dan pertanggungjawzban perizinan, termasuk penandatanganannya atas
nama pemberi wewenang,

Pelimpahan wewenang adalah peryerahan tugas, halk, kewajiban dan
pertanggungawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama

penerima wewenang.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas ,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang delam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompoilk Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dan sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fuagsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannyz.



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu

adalah :

a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan necn perizinan yang cepai, efesien,
transparan dan memberikan kepastian hukum;

b. Terwujudnya hak-hak masyaraicat dan investor/pelakxu usaha untuk

mendapatikan pelayanan dibidang perizinan dan non perzinan.
Pasal 3

Tujuan penyeslenggarzan perizinan dan non perizinan terpadu adalah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah
Daerah

BAE III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pagal 4

(1) Dengan peraturan Bupati ini, dilimpahkan kewenangan di bidang penzinan
dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Felayanan
Terpadu Satu Pintu.

(2) Berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berwenang memproscs pelayanan administrasi, menandatangani dolumen,

menerbitkan dan/atau menetapkan dolaimen perizinan dan non perizinan
serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk scbagai lembaga

pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara

Elektronik (SPIPISE].
(3) Penandatanganan dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilalcukan atas nama Bupati.
(4) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanalcan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kepala  Dinas Penanaman Modal cdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

herkewajiban untuk :
a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publil;



b. Menetapkan mekanisme perizinan dan ron perizinan, mulai dari
permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesual

dengan ketentuan yang berlalay;
Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non

perizinan;
. d. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan selayanan perizinan dan non
perizinan setiap bulan kepada Bupati yang temhusannya kepada instansi

terkait lainnye.

BAB 1V
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1] Dalam meclaksanalean kewenangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Tim Teknis.

(2] Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan
perizinan.

(3) Tim Teknis scbagaimana dimaksud pada ayat {2}, terdin dari pejabat dari

t Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan
kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan
Bupad.

(4) Tim Teknis scbagaimena dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan
untul memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan

perizinan. :

Pasal 7

(1) Dinas Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu %atu Pintu dalam

melaksanakan tugasnya, berpecoman pada Standar Pelayanan Publik dan

Standar Operasional Prosedur.
(2) Standar Pelayanan Publik dan Stander Operasional Prosedur sebageimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupali.

BAB V
PENGADUAN

Fa=al 8

(1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penaman Modal
dan Pelavenan Terpadu Satu Pintu, tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan
pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Medal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.



f
_L (2) Pengaduan scbagaimana dimalksud harus ditanggapi dan ditindaldanjuti
|_ oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, paling
i lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan,

f
!
|

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal ©

' (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan telmis perizinan dan non perizinan yang

telah diterbitkan secara funsional tetap menjadi kewenangan Organisasi

Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan

masing-masing.

| (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oich Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(3) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerch melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan operasional kcgatan perizinan dan non

; perizinan sesual dengan kewenanganmnya.

i

‘- Pasal 10

i Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan
E ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

; perundang-undangan yvang berlaku.

BAR VL
PEMBIAYAAN

v

Pasal 11

?jscga.la Biaya akibat dikeluarkannya Peraturan Bugati ini dibebanken pada
® Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Manolowari.

Pt

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal |2

o

1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
" Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatangan Perizinan dan Nonperizinan



(@) Penunjukkan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat
(1) dilaksanalkan untuk janglka waltu sampai dengan ditetapkannya pejabat
definitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUF

Tr—

Pasal 13

 Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan
 Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa
E berlakunya.

Pasal 14

' Peraturan Bupati ini mulai berlalcu pada tanggel diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Paraturan

‘Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manolwari

|

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal, 18 Juli 2017

BUPATI MANOKWARI
CAP/TTD
NEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manckwari .
Pada tanggal, 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
CAP/TTD
FREDERIK MUSA LALENOH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
: AN. SEKRETARIS DAERAH KAEUPATEN MANOKWARI
] KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

I WANSIBA
Penata Tingikat 1.
NIP. 19760316 200312 1 006
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR : 46 TAHUN 2017

TANGGAL : 1B JUL!I 2017
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG FENERBITAN

DAN PENANDATANGANAN FPERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
; PINTU.

I.;-;Jcr!.‘is Perizinan yang di Delegesikan Kewenangunnya Pada Dinas Penanuman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bidang !

a. Pendidikan dan Kebudayaan;
; 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Swasta;
i 2. Izin Penyelenggaraan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal dan Non

Formal;
3. Semua Perizinan vang berkaitan dzngan Pendidikan dan Kebudayvaan.

b. Keschatan;
1 Izih Mendirikan Rumsh Sakit Kelas C dan(®?

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan/D}

1zin Mendirilean Fasilitas Pelavanan Keschatan Swasta;
Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
Izin Penyelenggaraan Apotik;

Izin Penyelenggarasn Toko Qbat;

[zin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan;

Izin Penvelenggaraan Optikal;,

Izin Praktek Apoteker dan [zin Kerja Apoteker;

10. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gagi;

11. Izin Praktek can Kerja Didan; .

12. Izin Klinik Pratama;

13. Izin Laboratorium;

14. Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi;

15, Izin Praitelc Perawat dan Perawat Gigi;

1€, Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;

17. Izin Optik;

18. Izin Keria Tenaga Teknis Kefarmasian,;

19. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;

20, Izinn K3 (Kesclamatan dan Keschatan Kerja);

21. Izin laileSehat (Rumah Makan, restoran, catering dan hotel);dan

22, Perizinan Keschatan sgjenisnya.

b = R

c. Pekerjazn Umum dan Penataan Ruang,

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJJK];
Sertifikat Laik Fungsi Banpunan Gedung;
lzin Mendirikan Bangunan;

Izin Penggunaan Bangunan;

[zin Fenggunaan air Balag;

Izin Penggunaoan Jalan dan Jembatan; dan

Perizinan sejenisnya.

e
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d. Perhubungan, Kelautan dan Perikanan ;
1. IzinTrayek;
2. Izin Usaha AngkutanUmum:
1, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
4. Dan Perizinan sejenisnya

c. Lingkungan Hidup;
A. lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
Izin Linglkungan;
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT};
Izin Penggalian Air Tanah,
Izin Pengolahan dan Pembuangan air limbah
lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya;

Perizinan sejenisnya.

o [ S i a1

[. Sosial;
1. Izin pengumpulan sumbangan; -
2. Perizinar sejenisnya.

g. Tenaga Kerja dan transmigrasi;
1. lzin penyedia tenaga kerje =

2. lzin kerja malam
'{E} Izin Operasional Perusahan Penyedia Jasa Pekerja atau Buru; .

|

“4. lzin Pengarahan Tenaga Kerja antar Daerah -
5. Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
6. Perizinan sejenisnya.

h. Perindustrian ,Perdagangean, Koperasi, usaha kecil dan menengeh;
[zin Usaha Perubahan;

Izin Usaha Industri (IUI);

lzin Periuasan Industri (IF1);

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
Izin Usaha Perdagangan (IUP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Tanda Daftar Gudang [TDG).

Izin Usaha Toko Moderen (ITUTM|;

9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ([UFF);
10. Surat Keterangan Penyimpanan Barang di Gudang;, -
11. Surat Rekomendasi Pengiriman Barang; -

12. Surat Keterangan Asal [SKA)

13. Surat Tanda PendaftaranWaralaba (STPW|;dan

14. Perizinan sejenisnys.

i, Penanaman Modal;
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perubahan;
3. Izin Prinsip Perluasan,;
4, lzin Prinsip Penggabungan Ferusahaan;
3, Izin Lokasi;dan
4. Perizinan sejenisnys.
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Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

Izin usaha Agen/Biro Perjalanan Wisata:
Isin Wisatawan,

Isin Kapal Pesiar;

[=in Selam,;

Izin Caf¢;

Izin Tempat Hiburan;

Izin Hotel, Losmen,Home Stay dan Rumah Kost;
Izin Panti Pijat;

10. Izin Karaoke;

11. Izin Pariwisata (Funstation);

12. Izin Pariwisata (Kolam Renang);

13. Izin Pariwisata (Pengkas Rambut dan Salon);
14. 1zin Pariwisata (Pemancingan);

15. Izin Usaha Restoran;

16. Izin Usaha Rumah Makan;

17. Izin Operasional Kursus Kepelatihan;

18. Izin peleksanaan pentas seni dan olahraga;

19. Perizinan sejenisnya.

B

Persandian,Komunikasi dan Informatika;

I. Izin Penpendalian Menara Telekomunikasi;
2. lzin Pemasangan Tiang Reklame;

3. Perizinan sgjenisnya.

Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Tanda Daftar Produksi Benih Bina;

lzinn Produksi Benih Bina;

Izin Usaha Perkcounanm;

[zin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, )
Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;

5. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;

6. lzin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Paian;
7. lzin Usaha Petcrnalan; :

PR

8. I[zin .Jagal;

9, Izin Klinik hewan;

10, Rekomendasi Pengiriman, Mendatangkan Ternal dan bahan
Termak -

11. Perizinan sejenisnya,

asal



m. Energi dan sumberdaya mineral;
l. Izin pemanfatan langsung pansas bumi;

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 18 Juli 2017

BUPATI MANOKWARI
’ CAP/TTD
DEMAS PALILUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
AN, SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
Penata Tingkat .

NIP. 19760316 200312 1 006
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